
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 
dan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 
tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi 
Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya 
Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, 
serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana 
Perkeretaapian Milik Negara sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 
2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden 
Nomor 53 Tahun 2012· tentang Kewajiban Pelayanan 
Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang 
Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana 
Perkeretaapian Milik Negara, serta · Perawatan dan 
Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, 
Menteri dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara 
penyelenggara sarana perkeretaapian untuk 
melaksanakan perawatan dan pengoperasian prasarana 
perkeretaapian milik negara, dalam hal belum 
terbentuknya Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara 
Prasarana Perkeretaapian; 

b. bahwa berdasarkan surat Menteri Sekretaris Negara 
Nomor B-26/M/D-1/HK.05.02/05/2026 tanggal 12 Mei 
2026 Hal Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan 
Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan 
Penyelenggaraan Pra.sa.rarra Perkeretaapian Milik Negara, 
pada prinsipnya pelaksanaan penugasan perawatan 
prasarana perkeretaapian milik negara dapat 
dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang diatur 
dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 beserta 
peraturan perubahannya; 
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1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 
Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang­ 
Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 
Milik Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 
2025 Nomor 162, Tambahan Lembar Negara Republik 
Indonesia Nomor 7142); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Perkeretaapian (Lembar Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembar Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 722) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang 
Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan 
Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan 
Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan 
dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik 
Negara, se bagaimana telah be berapa kali rliu bah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2024 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden 
Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan 
Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang 
Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana 
Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan 
Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 47); 

4. Peraturan Presiden Nomor 1 73 Tahun 2024 tentang 
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 369) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 
2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 
173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 
Nomor 29); 

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor . PM 4 Tahun 
2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian 
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2025 Nomor 115); 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penugasan 
Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk 
Melaksanakan Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana 
Perkeretaapian Milik Negara; 
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Penugasan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk 
melaksanakan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana 
Perkeretaapian Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam 
Dikturn PERTAMA, berlaku sarnpai dengan terbentuknya 
Badan U saha Milik Negara Penyelenggara Prasarana 
Perkeretaapian atau adanya penugasan dengan instrurnen 
h ukurn lainnya. 

d. NPWP 
e. Nama Direktur Utama 

c. Alarnat Perusahaan 

Akta Perubahan 

b. Akte Pendirian 

PT Kereta Api Indonesia 
(Persero). 
Akta Nornor 2 Tanggal 1 Juni 
1999, dibuat di hadapan 
Notaris Irnas Fatimah, SH., 
Notaris di Jakarta yang telah 
rnendapatkan pengesahan 
dari Menteri Kehakirnan dan 
Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia se bagairnana 
dinyatakan dalam Keputusan 
Menteri Kehakirnan Republik 
Indonesia Nomor C-l 717HT. 
01. 01 tanggal 1 0 kto ber 
1999. 
Akta N ornor 04 tanggal 2 
Februari 2026, dibuat di 
hadapan Notaris Nanda Fauz 
Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di 
Jakarta Selatan, yang 
laporannya telah dicatat 
dalam database sis tern 
Administrasi Badan H ukum 
Kernen terian H ukurn clan 
Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia · sebagairnna 
dinyatakan dalarn suratnya 
Nomor AHU-AH.01.03-0 0333 
24 Tanggal 4 Februari 2026. 
Jl. Perintis Kemerdekaan 
Nomor 1 Bandung, Provinsi 
Jawa Barat 40117. 
01.000.016.4-093.000. 
Bob by Rasyidin. 

a. Narna Badan Usaha 

Memberikan penugasan untuk rnelaksanakan Perawatan 
dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara 
kepada: 

MEMUTUSKAN: 
KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG 
PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA 
(PERSERO) UNTUK MELAKSANAKAN PERAWATAN DAN 
PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK 
NEGARA. 
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KEDUA 

PERT AMA 

Menetapkan 



Pelaksanaan penugasan Perawatan dan Pengoperasian 
Prasarana Perkeretaapian Milik Negara sebagaimana 
dimaksud dalam Diktum PERTAMA dituangkan dalam 
kontrak perawatan dan pengoperasian prasarana 
perkeretaapian milik negara yang ditandatangani oleh 
Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai . Teknik 
Perkeretaapian pada masing-masing wilayah kerja atau 
Pejabat yang Berwenang dengan Direktur Utama PT Kereta 
Api Indonesia (Persero) atau yang diberi kuasa. 

KETUJUH 

Pelaksanaan penugasan untuk melaksariakan Perawatan 
dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara 
sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, meliputi: 
a. kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian milik 

negara tahun anggaran. 2025 yang dimulai sejak 
1 Januari 2025; dan 

b. kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana 
perkeretaapian milik negara yang dimulai sejak 1 Januari 
2026. 

KEEN AM 

Dalam melaksanakan penugasan kepada PT Kereta Api 
Indonesia (Persero) untuk melaksanakan Perawatan dan 
Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara 
sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, PT Kereta 
Api Indonesia (Persero) wajib: 
a. merawat dan mengoperasikan prasarana perkeretaapian 

milik negara sesuai standar dan tata cara yang telah 
ditetapkan; 

b. melaporkan kegiatan perawatan dan pengoperasian 
Prasarana Perkeretaapian Milik Negara yang ada saat ini 
secara bulanan dan .tahunan kepada Direktur Jenderal 
Perkeretaapian; 

c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
penggunaan anggaran kepada Menteri melalui Direktur 
Jenderal Perkeretaapian paling lambat 1 (satu) bulan 
setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 

d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang perkeretaapian dan perundang-undangan lainnya 
yang terkait. 

KELI MA 

Dalam rangka pelaksanaan penugasan perawatan dan 
pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara 
sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Pemerintah 
melalui Menteri menyediakan biaya perawatan dan 
pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara yang 
ditetapkan paling tinggi sebesar alokasi APBN sesuai dengan 
ketentuan Peraturan perundang-undangan. 

KEEMPAT 

Pembiayaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana 
Perkeretaapian Milik ditetapkan berdasarkan Pedoman 
Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana 
Perkeretaapian Milik Negara yang ditetapkan oleh Menteri. 

KETIGA 
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F. Budi Prayitno 

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 
2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; 
3. Menteri Keuangan; 
4. Kepala Badan Pengaturan BUMN; 
5. Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola lnvestasi Daya Anagata Nusantara; 
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, clan Direktur Jenderal 

Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. 

DUDY PURWAGANDHI 

ttd 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 21 Mei 2026 

MENTERIPERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

Keputusan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 
1 Januari 2025. 

KESEMBILAN 

Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini. 

KEDELAPAN 
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